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ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan teknologi memberikan pengaruh terhadap
peningkatan layanan hukum yang disediakan oleh notaris, hal ini dikenal dengan
istilah cyber notary. Notaris dalam hal ini diharapkan dapat menggunakan konsep
cyber notary agar menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan efisien yang
nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Konsep
cyber notary ini sudah dijelaskan di dalam Penjelasan pasal 15 Ayat (3), namun
sayangnya konsep tersebut tidak dijelaskan secara menyeluruh konsep dan tata cara
cyber notary di implementasikan. Selain itu, pasal 15 Ayat (3) masih banyak
berbenturan dengan norma-norma perundang-undangan lainnya sehingga dalam hal
ini perlu adanya adanya penyelasaran dan aturan hukum yang lebih jelas. Penelitian
ini memiliki tujuan untuk mengetahui: Pertama, kerangka hukum cyber notary di
Indonesia. Kedua, implikasi hukum penerapan cyber notary di Indonesia.

Penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan statuate approach diantaranya undang-
undang UUJN, UU ITE, UUPT serta PERMENKOMINFO yang akan. Selain itu
menggunakan pendekatan komparatif yang melibatkan perbandingan dua negara
yaitu Jerman dan Belanda untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
dari berbagai sumber.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, Kerangka hukum
penerapan cyber notary di indonesia berlandaskan pada beberapa peraturan
perundang-undangan di - antaranya adalah UUJN, UU ITE, UUPT serta
PERMENKOMINFO. Implementasi penerapan cyber notary di Belanda dan
Jerman menunjukkan kemajuan yang sangat pesat sehingga hal ini dapat dijadikan
contoh untuk berbagai negara salah satunya indonesia untuk mengembangkan
kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam penggunaan teknologi terkait
dengan pelayanan notaris. Kedua. Implikasi hukum dari penerapan cyber notary
dalam hal keabsahan serta kepastianhukum masih perlu diperhatikan lebih lanjut
karena ada pertentangan antara ketentuan Pasal 15 Ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (1)
Huruf m (UUJN). Penerapan konsep ‘cyber notary di dalam pembuatan akta belum
dapat dikatakan sah, karena tidak adanya Undang-undang yang mengatur secara
eksplisit terkait penerapan cyber notary. Kurangnya harmonisasi dan regulasi
aturan dalam UU Jabatan Notaris menyebabkan ketidakpastian hukum yang
membuat Notaris ragu menerapkan teknologi cyber notary dalam pembuatan akta
autentik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran
untuk perubahan terhadap UUJN dan penyelarasan dengan undang-undang yang
relevan, memperjelas lebih lanjut kewenangan lainya yang terdapat di dalam
penjelasan pasal 15 serta dalam hal ini notaris di masa depan harus mempersiapkan
diri dengan memperluas kompetensi
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